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Abstract 

The article outlines the role of the People’s Consultative Assembly (DPR) in the Indonesian 

system of checks and balances using an approach based on Émile Durkheim's sociology of law. 

The DPR has three primary functions: legislation, budgetary affairs, and oversight. An 

extensive analysis of official documents such as the 1945 State Constitution of the Republic of 

Indonesia (UUD 1945) along with academic literature related to the roles of the DPR and 

theories of checks and balances demonstrates how crucially important the DPR is in 

safeguarding democracy and preventing abuse of power. Despite challenges like politicized 

budgets and a lack of transparency, appropriate reforms and increased public participation 

can enhance the DPR's role as a controlling agency over executive branches. Therefore, this 

article emphasizes the importance of maintaining the functioning of the checks and balances 

system in managing state finances to ensure stability and social solidarity among citizens. 
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Abstrak  

Artikel ini memaparkan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem checks and 

balances di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim. 

DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Analisis 

komprehensif terhadap dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) serta literatur akademis terkait fungsi DPR dan teori checks 

and balances menunjukkan betapa pentingnya peran DPR dalam menjaga demokrasi dan 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meski ada tantangan seperti politisasi anggaran dan 

kurangnya transparansi, reformasi yang tepat dan peningkatan partisipasi publik dapat 

memperkuat peran DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif. Oleh karena itu, artikel ini 

menekankan pentingnya memperhatikan berjalannya sistem checks and balance dalam 

pengelolaan keuangan negara untuk menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat. 

 

Kata kunci: Checks and Balances; Emile Durkheim; Fungsi DPR. 
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A.  Pendahuluan 

DPR adalah institusi legislatif yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan 

Indonesia, terutama dalam konteks prinsip checks and balances. Prinsip ini memiliki tujuan 

mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dengan memastikan adanya pengawasan 

dan keseimbangan di antara institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks ini, 

DPR mempunyai tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang diatur dalam 

Pasal 20A UUD 1945.1 Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai peran DPR 

dalam menjaga demokrasi, masih terdapat gap analisis yang signifikan terkait bagaimana 

DPR dapat mengatasi tantangan seperti politisasi anggaran dan kurangnya transparansi dalam 

pengawasan pemerintah.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan DPR sebagai lembaga 

pengawas sangat penting guna mewujudkan pemerintahan lebih baik serta bersih (good 

governance).2 Namun, tantangan-tantangan tersebut sering kali menghambat efektivitas 

fungsi pengawasan DPR, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi DPR melalui pendekatan sosiologi 

hukum Emile Durkheim, yang menekankan pentingnya struktur sosial dan norma dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian, penulis berharap bisa memberikan 

kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran DPR dalam sistem checks and balances 

serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat fungsinya dalam mengawasi eksekutif 

demi menjaga stabilitas dan solidaritas sosial masyarakat.  

DPR merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 

memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Dalam kerangka 

negara demokrasi, keberadaan DPR tidak hanya sebagai lembaga legislatif yang membentuk 

undang-undang, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dan 

penganggaran. Ketiga fungsi utama ini, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, diatur 

secara tegas dalam Pasal 20A UUD 1945, menegaskan posisi DPR sebagai representasi 

kedaulatan rakyat dan penjaga prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan. 

Prinsip checks and balances sendiri merupakan mekanisme fundamental yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu tertentu, 

 
1 Januari Sihotang, Berlian, & Permai Yudi, “Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka 

Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 13, no. 1 (2024): 128, 

https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241.  
2 Syofyan Hadi, “Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi 

Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945),” Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, (Edisi Januari-

Juni 2014): 54–56, https://media.neliti.com/media/publications/240088-prinsip-checks-and-balances-dalam-strukt-

f3f0bed4.pdf.  

https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241
https://media.neliti.com/media/publications/240088-prinsip-checks-and-balances-dalam-strukt-f3f0bed4.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240088-prinsip-checks-and-balances-dalam-strukt-f3f0bed4.pdf
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serta memastikan adanya saling pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Melalui mekanisme ini, setiap cabang pemerintahan memiliki peran 

dan tanggung jawab untuk saling mengawasi serta mengontrol, sehingga potensi 

penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dan sistem demokrasi dapat berjalan secara 

sehat dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya, DPR dihadapkan pada berbagai 

tantangan, seperti politisasi anggaran, kurangnya transparansi, serta lemahnya efektivitas 

pengawasan terhadap eksekutif. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat 

optimalisasi peran DPR sebagai lembaga pengawas, sehingga diperlukan reformasi dan 

peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat fungsi pengawasan serta menjaga stabilitas 

dan solidaritas sosial masyarakat. 

Pendekatan sosiologi hukum, khususnya melalui pemikiran Emile Durkheim, 

memberikan perspektif penting dalam memahami fungsi DPR. Durkheim menekankan 

bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan juga merupakan 

cerminan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks 

ini, DPR tidak hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai cermin 

dari aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat, serta penjamin keadilan dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan pemerintahan.  

Oleh karena itu, analisis mengenai fungsi DPR dalam sistem checks and balances 

melalui pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim menjadi sangat relevan untuk 

menggali lebih dalam bagaimana struktur sosial, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat 

mempengaruhi efektivitas DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan 

demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai peran DPR dalam menjaga demokrasi, serta menawarkan 

rekomendasi untuk memperkuat fungsinya demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good 

governance) dan masyarakat yang solid secara sosial. 

 

B. Kajian Teoretis 

1. Teori Checks and Balances 

Checks and balances dimaknai pengawasan serta keseimbangan di mana pada prinsip 

pemerintahan bagian kekuasaan pemerintahan terpisah, guna menghindari tindakan oleh 

bagian kekuasaan lain yang menyalahi regulasi perundang-undangan serta konstitusi, 

maka sangat dibutuhkan check and balance pada pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, 

dalam hubungan menjamin bahwa setiap kekuasaan tidak melewati batas kekuasaannya 

maka dibutuhkan suatu skema checks and balances system (sistem pengawasan serta 
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keseimbangan). Dalam skema checks and balances, setiap kekuasaan saling mengawasi 

serta mengontrol, skema ini merupakan suatu prosedur yang menjadi tolak ukur kesiapan 

konsep negara hukum dalam proses menciptakan demokrasi yang diimpikan.3 

Prosedur checks and balances dalam skema pembentukan undang-undang tentu 

memiliki akibat positif yang dapat mencegah dominasi dari salah satu institusi, tapi 

prosedur ini juga memiliki akibat negatif, misalkan suatu waktu muncul kebuntuan jalan 

serta menciptakan jalannya pembentukan peraturan perundang-undangan terhenti. 

Apabila institusi negara masih mementingkan kepentingan masing-masing maka yang 

dipaparkan oleh Ismail Suny benar adanya, bahwa dari sudut pandangnya pada suatu 

negara hukum yang dibutuhkan bukanlah ada atau tidaknya Trias Politica itu, masalahnya 

yakni bisa atau tidak komponen-komponen kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktik 

tirani. Menurutnya hal tersebut bukanlah bergantung dalam adanya pemisahan kekuasaan, 

tetapi dalam adanya sendiri negara demokrasi yakni kedaulatan rakyat.4 

2. Peran DPR dalam Good Governance 

Good governance memiliki asal dari bahasa Inggris, good memiliki arti baik serta 

governance berarti pemerintahan. Terminologi governance pada bahasa inggris memiliki 

arti yakni “the act, fact, or manner of governing” yang pada bahasa Indonesia dimaknai 

perilaku, yang sebenarnya terjadi atau dikenal fakta, pola serta kegiatan ataupun 

pengadaan pemerintahan. Kemudian istilah good governance mengandung beberapa 

sudut pandang. Perspektif pertama merupakan nilai yang menjunjung tinggi harapan 

maupun kehendak rakyat, nilai-nilai yang bisa menumbuhkan kemampuan rakyat pada 

pencapaian visi nasional. Kemudian kedua yakni sisi fungsional dari pemerintah terbilang 

efektif serta efisien dalam pelaksanaan visinya untuk mencapai tujuan tersebut.5 

Pada kenyataannya cukup tidak mudah supaya menciptakan konsep good 

governance, hal ini disebabkan rumusan ini mempunyai makna serta makna yang masih 

abstract serta kerap kali ditelaah secara berbeda bergantung bagaimana konteksnya. 

Dalam konteks pemusnahan Kolusi Korupsi dan Nepotisme atau sering disebut KKN, 

good governance dimaknai sebagai pemerintahan yang bebas dari jalannya KKN. Sebab 

good governance dipandang akan tercipta apabila pemerintah bisa mewujudkan dirinya 

 
3 Rajab Ahirullah & Muhtar Said, “Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di 

Indonesia,” Advances In Social Humanities Research 1, no. 9 (2023): 1018, https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119.  
4 Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan et al., “Program Legislasi Nasional,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science 

Research 3, no. 3 (2023): 9173–9174, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3227/2292.  
5 Dwi Lestari, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (Kmrt) Dalam 

Upaya Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya” (Disertasi Program Doktor, Universitas Siliwangi, 

2019).  

https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3227/2292
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sebagai institusi yang bebas dari jalannya KKN. Kemudian dalam konteks demokratisasi, 

good governance kerap kali dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam memberikan ruang 

partisipasi yang luas bagi pelaku serta lembaga di luar pemerintah sehingga ada 

pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil dan 

prosedur pasar. 

Definisi lainnya mengenai good governance juga dilahirkan oleh Institusi 

Administrasi Negara bahwa bentuk good governance merupakan pengadaan 

pemerintahan negara yang solid serta bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan 

memelihara kesinergian interaksi yang membangun elemen-elemen negara, bidang swasta 

serta masyarakat. Organization for Economic Co-operation and Development serta World 

Bank menyamakan good governance dengan pengadaan manajemen pembangunan yang 

solid dan bertanggung jawab, selaras dengan demokrasi serta market yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik 

secara politik maupun administratif, menggerakkan disiplin biaya serta pencetusan legal 

and political framework bagi tumbuhnya kewiraswastaan.6 

3.  Pendekatan Sosiologi Hukum Emile Durkheim 

Pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim menekankan pentingnya struktur sosial 

serta norma dalam pelaksanaan hukum. Durkheim berargumen bahwa hukum bukan 

sekedar seperangkat aturan formal, melainkan juga merupakan cerminan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum berfungsi 

sebagai ekspresi dari kesepakatan moral kolektif yang ada di dalam komunitas. Konsep 

ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia 

diterapkan, sehingga untuk memahami hukum, kita perlu mempertimbangkan dinamika 

sosial yang mendasarinya.7 

Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial yang mempengaruhi bentuk 

hukum, yakni solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis terdapat 

pada masyarakat tradisional yang homogen, di mana individu memiliki kesamaan nilai 

serta norma. Dalam konteks ini, hukum memiliki sifat represif, dengan tujuan untuk 

menjaga kesatuan dan mencegah pelanggaran terhadap norma-norma kolektif. 

Sebaliknya, solidaritas organik muncul dalam masyarakat modern yang kompleks dan 

heterogen, di mana individu memiliki peran yang berbeda-beda. Hukum dalam konteks 

 
6 Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan 

Komunikasi 6, no. 1 (2016): 4-5, https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232. 
7 M Chairul Basrun Umanailo, Sosiologi Hukum, (Kediri: FAM Publishing, 2016), 23-24.  

https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232
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ini bersifat restitutive, lebih menekankan pada pemilihan serta kompensasi daripada 

hukuman, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih beragam.8 

Dalam konteks DPR, pendekatan Durkheim dapat digunakan untuk menganalisis 

norma-norma sosial yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif. 

DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislaltif tetapi juga sebagai cermin dari 

nilai-nilai masyarakat yang menginginkan akuntabilitas serta transparansi dalam 

pemerintahan. DPR harus mampu merumuskan undang-undang yang sesuai dengan 

dinamika sosial sertal aspirasi publik, serta menjalankan fungsi pengawasan dengan 

mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku. Durkheim juga menekankan 

pentingnya sanksi sebagai bagian integrall dari hukum. Sanksi ini bervariasi tergantung 

pada beratnya pelanggaran serta pandangan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. 

Dengan demikian, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi 

yang diterapkan dalam sistem hukum mencerminkan nilai-nilai sosial dan keadilan yang 

diharapkan oleh masyarakat. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitia ln ini diralncalng untuk mengalnallisis fungsi DPR dallalm sistem checks 

alnd ballalnces di Indonesial melallui pendekaltaln sosiologi hukum Emile Durkheim. Ra lncalngaln 

penelitialn ini mencalkup jenis penelitialn, lokalsi penelitialn, sertal teknik alnallisal daltal yalng 

digunalkaln. Penelitialn ini menggunalkaln kaljialn pustalkal (libralry resea lrch) sebalgali pendekaltaln 

utalmal. Metode kaljialn pustalkal merupalkaln teknik yalng umum digunalkaln dallalm penelitialn 

sosiall daln hukum, di malnal peneliti mengumpulkaln daln mengalnallisis informalsi dalri berba lgali 

sumber literaltur yalng relevaln.  

Dallalm konteks ini, peneliti a lkaln menghimpun daltal dalri buku, alrtikel jurna ll, dokumen 

resmi, daln sumber-sumber lalin yalng berkalitaln dengaln fungsi DPR daln prinsip checks a lnd 

ballalnces.9 Penelitialn ini bertujualn untuk memalhalmi secalral mendallalm balgalimalnal DPR 

menjallalnkaln peralnnyal dalla lm penga lwalsaln daln legislalsi sertal talntalngaln yalng dihaldalpinya l 

dallalm konteks good governa lnce. 

A Lnallisis daltal dilalkukaln dengaln calral mengkalji dokumen resmi seperti UUD 1945 serta l 

literaltur alkaldemis yalng membalhals peraln DPR daln teori checks a lnd ballalnces. Penulis alkaln 

melalkukaln alnallisis komprehensif terha ldalp isi dokumen untuk mengidentifikasi fungsi-

 
8 Ibid.  
9 Rita Kumala Sari, “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia,” Jurnal 

Borneo Humaniora 4, no. 2 (2021): 65-66, https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.   

https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249
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fungsi utalmal DPR, yalitu legislalsi, pengalwalsaln, daln alnggalraln, sertal talnta lngaln yalng dihaldalpi 

dallalm pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dallalm alnallisis ini, penulis alkaln merujuk palda l 

teori-teori hukum Emile Durkheim untuk mema lhalmi balgalimalnal normal-norma l sosiall 

mempengalruhi fungsi pengalwalsaln DPR terhaldalp eksekutif.  

Durkheim beralrgumen balhwal hukum bukaln sekedalr seperalngka lt alturaln formall, 

melalinkaln jugal merupalkaln cerminaln nilali-nilali daln normal-normal yalng berlalku dallalm 

malsyalralkalt.10 Oleh kalrenal itu, alnallisis alkaln mempertimbalngkaln dinalmikal sosiall yalng 

mendalsalri pelalksalnalaln tugals-tugals DPR. Denga ln Pendekaltaln ini, dihalralpkaln penelitialn 

dalpalt memberikaln kontribusi terhaldalp pemalhalmaln mengenali peraln DPR dallalm sistem 

checks a lnd ba llalnces sertal menalwalrkaln rekomendalsi untuk memperkua lt fungsinyal dallalm 

mengalwalsi eksekutif demi menjalgal stalbilitals daln solidalritals sosiall ma lsyalralkalt. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Balgialn ini menyaljikaln halsil penelitialn mengenali DPR dallalm sistem checks a lnd ballalnces 

di Indonesial, dengaln pendekaltaln sosiologi hukum Emile Durkheim. Penelitia ln memiliki 

tujualn untuk mengalnallisis secalra l mendallalm balga limalnal DPR menjallalnkaln peralnnyal palda l 

konteks pengalwalsaln sertal legislalsi, daln talntalnga ln yalng dihaldalpinyal. Proses pengumpulaln 

daltal dilalkukaln melallui kaljialn pustalkal yalng mengalndallkaln berbalgali sumber termalsuk buku, 

jurnall ilmialh, daln dokumen resmi, dia lntalralnyal UUD 1945 sebalgali lalndalsaln konstitusionall, 

jurnall-jurnall alkaldemis yalng membalhals peraln DPR daln teori checks a lnd ballalnces, dan buku-

buku mengenali sosiologi hukum daln good governa lnces. Daltal yalng diperoleh kemudia ln 

dialnallisis untuk memalhalmi balgalimalnal DPR menjallalnkaln tugalsnyal da llalm konteks checks 

alnd ballalnces, sertal talntalngaln yalng dihaldalpi dallalm pelalksalaln fungsi-fungsinyal. 

1. Checks a lnd Ballalnces Paldal Skemal Pemerinta lhaln Indonesial 

Skemal ketaltalnegalralaln Indonesial, setelalh almalndemen UUD 1945 menga ltur Prinsip 

Checks a lnd Ba llalnces. Prinsip ini dinyaltalkaln secalral tegals oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) sebalgali salla lh saltu visi Perubalhaln UUD 1945 yalkni penyempurnalaln alturaln 

fundalmentall pengaldalaln negalral secalral demokraltis sertal modern. Dallalm pembalgialn 

kekualsalaln, sistem sa lling mengalwalsi sertal salling mengimbalngi secalral ketalt sertal 

tralnspalraln. Sualtu sudut palndalng menjalbalrkaln balhwal sallalh saltu visi dirubalhnyal UUD 

1945 perihall untuk menyempurna lkaln alturaln da lsalr penyelenggalralaln nega lral secalra l 

demokraltis daln modern, alntalral lalin dengaln calral pembalgialn kekualsalaln yalng tegals, skemal 

 
10 Fitrhriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 18-20.  
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salling mengalwalsi sertal mengimbalngi secalral ketalt sertal tralnspalraln, daln pembentukaln 

instalnsi-instalnsi negalra l balru gunal mengalkomodir perkembalngaln kebutuhaln balngsal sertal 

talntalngaln zalmaln.11 

A Lmalndemen UUD 1945 meruba lh kelembalgalaln daln kewenalngaln MPR, dallalm Palsall 

3 UUD 1945 yalng berbunyi: 

(1) Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkya lt berwenalng mengubalh daln menetalpkaln Undalng-

Undalng Dalsalr. 

(2) Maljelis Permusyalwalralta ln Ralkyalt melalntik Presiden daln/altalu Walkil Presiden. 

(3) Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt halnyal dalpalt memberhentikaln Presiden daln/altalu 

Walkil Presiden dallalm malsal ja lbaltalnnyal menurut Undalng-Undalng Dalsalr. 

 

A Lmalndemen UUD 1945 juga l merubalh kekualsalaln membentuk undalng-undalng yalng 

semulal dipegalng oleh presiden, bera llih menjaldi wewenalng DPR. Hall ini tercalntum dallalm 

Palsall 20 aLyalt (1) daln Palsall 5 alyalt (1) UUD 1945 yalng berbunyi: 

“Palsall 20 alyalt (1): Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt memegalng kekualsalaln membentuk undalng-

undalng.” 

“Palsall 5 alyalt (1):” Presiden memega lng kekualsalaln membentuk undalng-undalng dengaln 

persetujualn Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt.” 

 

Contoh lalin dallalm peneralpaln prinsip checks a lnd ballalnces yalng aldal di Indonesial dallalm 

hubungaln alntalral lembalgal Eksekutif daln Yudikaltif terdalpalt dallalm Palsall 14 alyalt (1) UUD 

1945, yalng berbunyi,  

“Presiden memberi gra lsi daln rehalbilitalsi dengaln memperhaltikaln pertimbalngaln 

Malhkalmalh A Lgung.” 

 

Berdalsarrkaln polal relalsi alntalral legislaltif, eksekutif, daln yudikaltif, teori checks a lnd 

ballalnces digunalkaln dengaln calral berikut12; (a) Pemberialn kewenalnga ln paldal sualtu perilalku 

kepaldal lebih dalri saltu balgialn pemerintalhaln. Misallkaln kewenalngaln menciptalkaln undalng-

undalng diberikaln kepaldal pemerintalhaln sertal palrlemen sekalligus. Hall ini beralkibalt 

overlalpping yalng legall paldal kewenalngaln pejalbalt negalral di a lntalral saltu balgialn 

pemerintalhaln dengaln balgialn pemerinta lhaln lalinnyal; (b) Pemberialn kewenalngaln 

mengalngkalt pejalbalt tertentu kepaldal lebih dalri saltu balgialn pemerintalhaln. Balnyalk pejalbalt 

tinggi negalral di malnal paldal sistemaltikal pengalngkaltalnnyal meliba ltkaln lebih dalri saltu 

balgialn pemerintalhaln, misall mengikutkaln balgialn eksekutif altalupun legislaltif. Usalhal 

 
11 Syamsudin, “Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020),” Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum 

4, no. 2 (2024): 530-531, https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160.    
12 Eza Tri Yandy et al., “The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies,” Jurnal 

Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 1 (2024): 168-170, 

https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118.   

https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160
https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118
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hukum impea lchment dalri balgialn pemerintalhaln saltu terhaldalp balgialn pemerintalhaln yalng 

lalinnyal. Pengalwalsaln secalral lalngsung da lri saltu balgialn pemerintalhaln terhaldalp balgialn 

pemerintalhaln lalinnyal, lalyalknyal penga lwalsaln terha ldalp balgialn eksekutif oleh balgialn 

legislaltif dallalm perihall menggunalkaln a lnggalraln negalral; (c) Pemberialn kewenalngaln 

kepaldal pengaldilaln sebalgali pemutus kaltal teralkhir (the last word) jikal aldal pertikalialn 

kewenalngaln alntalral baldaln eksekutif dengaln legislaltif.” 

Talbel 1. Sistem Checks alnd Ballalnces dallalm UUD 1945 

Pengalwals Yalng Dia lwalsi Palsall (Perihall) 

Legisla ltif (DPR) Eksekutif (Presiden) Pa lsa ll 7AL UUD 1945 tenta lng 

usula ln pemberhentialn presiden 

da ln/a lta lu walkil presiden. 

Pa lsa ll 11 UUD 1945 tentalng 

persetujualn da lla lm pernya lta laln 

peralng da ln perjalnjia ln 

internalsiona ll. 

Pa lsa ll 13 UUD 1945 tentalng 

da lla lm ha ll mengalngka lt duta l. 

Pa lsa ll 14 a lya lt (2) UUD 1945 

tenta lng memberi pertimba lngaln 

da lla lm ha ll a lmnesty da ln albolisi . 

Pa lsa ll 20A L a lya lt (1) UUD 1945 

tenta lng fungsi alngga lra ln daln 

fungsi pengalwa lsa ln . 

Pa lsa ll 20A L a lya lt (2) UUD 1945 

tenta lng ha lk interpela lsi da ln ha lk 

a lngket . 

Pa lsa ll 20A L a lya lt (3) UUD 1945 

tenta lng mengaljuka ln perta lnya laln, 

usul da ln pendalpa lt. 

Pa lsa ll 24A L a lya lt (3) UUD 1945 

tenta lng persetujualn 

pengalngka lta ln a lnggota l MAL. 

Legisla ltif (DPR) Yudika ltif (MAL, MK, KY) Pa lsa ll 24B a lya lt (3) UUD 1945 

tenta lng persetujualn 

pengalngka lta ln daln 

pemberhentia ln alnggota l KY. 

Pa lsa ll 24C a lya lt (3) UUD 1945 

tenta lng mengaljuka ln peneta lpaln 

a lnggota l MK 

Eksekutif (Presiden) Legisla ltif (DPR) Pa lsa ll 20 a lya lt (2) UUD 1945 

tenta lng menyetujui ralnca lngaln 

UU. 

Pa lsa ll 22 UUD 1945 tentalng 

mengelualrka ln peralturaln 
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pemerintalh penggalnti unda lng-

unda lng. 

Pa lsa ll 24A a lya lt L(3) UUD 1945 

tenta lng Menetalpka ln ha lkim 

a lgung. 

Eksekutif (Presiden) Yudika ltif (MAL, MK, KY) Pa lsa ll 24B a lya lt (3) UUD 1945 

tenta lng mengalngka lt daln 

memberhentikaln a lnggota l KY. 

Pa lsa ll 24C a lya lt (3) UUD 1945 

tenta lng Mengaljuka ln da ln 

menetalpka ln a lnggota l MK. 

Yudika ltif (MK) Legisla ltif (DPR) MK dalpa lt mela lkuka ln uji ma lteril 

terhalda lp UU 

Yudika ltif (MAL) Eksekutif (Presiden) Pa lsa ll 14 a lya lt (1) tenta lng MAL 

da lpa lt memberikaln 

pertimba lngaln kepalda l Presiden 

da lla lm member gralsi da ln 

rehalbilita lsi. 

 

Dalri penja lbalraln di altals dalpalt ditalrik kesimpulaln balhwal lembalgal negalral memiliki 

Kedudukaln yalng sejalja lr, tidalk lalgi aldal lemba lgal tertinggi negalral melalinkaln lembalga l 

tinggi negalral.  

2.  Dewaln Perwa lkilaln Ralkyalt 

Setelalh almalndemen UUD 1945, terja ldi perubalhaln fundalmentall paldal pembalgialn 

kekualsalaln legislaltif di alntalral Presiden daln DPR. Sebelumnyal, kekualsalaln menghalsilkaln 

undalng-undalng beraldal dikualsal Presiden sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 5. Tetalpi, 

almalndemen mengallihkaln kekualsalaln ini paldal DPR, memberikaln merekal fungsi penuh 

paldal penciptalaln undalng-unda lng sesuali dengaln Palsall 20. Pengallihaln ini menegalskaln 

pemisalhaln kekualsa laln alntalral legislaltif yalng dipegalng oleh DPR serta l eksekutif yalng 

ditalnggung oleh Presiden. Peruba lhaln konstitusionall untuk tujualn memperjelals daln 

menalruh secalral tepalt peraln DPR sebalgali instalnsi legislaltif yalng bertalnggung jalwalb pa lda l 

penciptalaln undalng-undalng sertal pengalwalsaln pa ldal eksekutif. 

Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt, terdiri altals kealnggotalaln palrtali politik pesertal pemilihaln 

umum terpilih melallui pemilu, berperaln dallalm instalnsi perwallialn ralkyalt yalng bervisi 

memperjualngkaln alspira lsi daln kepentingaln ralkyalt. Dallalm melalksalnalkaln kewaljibalnnyal, 

DPR mempunyali tigal talnggung jalwa lb utalmal yalkni legislalsi, alnggalraln, daln pengalwalsaln.13 

 
13 Achmadudin Rajab, “Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, 

no. 2 (2017): 237-238, https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.    

https://doi.org/10.54629/jli.v14i2
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Fungsi legislalsi mencalkup penyusunaln progralm legislalsi nalsionall (Prolegnals), 

pembalhalsaln sertal penetalpaln Ralncalngaln Undalng-Undalng (RUU) bersalmal dengaln 

Presiden, sertal menerimal da ln membalhals RUU yalng dialjukaln oleh Dewaln Perwalkilaln 

Daleralh (DPD). DPR juga l mempunyali halk untuk menyetujui alta lu menolalk Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yalng dialjukaln Presiden algalr ditetalpkaln 

menjaldi undalng-undalng. 

Paldal fungsi alnggalraln, DPR memberikaln perizinaln altals RUU tentalng A Lnggalraln 

Pendalpaltaln daln Bela lnjal Negalral (A LPBN) yalng dialjukaln Presiden, kemudiaan meninjalu 

pertimbalngaln DPD terkalit RUU yalng berhubunga ln dengaln paljalk, pendidika ln, sertal 

algalmal. Bukaln halnyal itu,  DPR menindalklalnjuti halsil pemeriksalaln pengelolalaln sertal 

talnggung jalwalb keualngaln negalral yalng disalmpalikaln Baldaln Pemeriksal Keualngaln (BPK), 

kemudialn jugal memberika ln persetujualn paldal pemindalhtalngalnaln alset negalral serta l 

perjalnjialn yalng beralkibalt luals balgi kehidupaln ra lkyalt daln bebaln keualngaln negalral. 

Fungsi pengalwalsaln DPR meliputi penga lwalsaln paldal implementalsi undalng-undalng, 

A LPBN, sertal kebijalkaln pemerintalh, kemudialn menindalklalnjuti ha lsil pengalwalsaln yalng 

disalmpalikaln DPD terkalit implemestalsi undalng-undalng tentalng otonomi daleralh, 

penciptalaln sertal pengembalngaln daleralh, pengelolalaln Sumber Dalyal A llalm (SDA L) sertal 

Sumber Dalyal Ekonomi (SDE), kemudia ln implementalsi A LPBN, paljalk, pendidikaln, serta l 

algalmal. Dengaln jumlalh alnggotal sebalnyalk 560 oralng tersebalr di ibu kotal negalral, DPR 

dihalralpkaln bisal melalksalnalkaln ta lnggung jalwalbnyal sertal efektif daln efisien. Malsal ja lbaltaln 

alnggotal DPR aldallalh limal talhun sertal beralkhir salalt alnggotal balru bersumpalh/jalnji, dengaln 

kealnggotalaln yalng dialkui secalral resmi melallui keputusaln Presiden. Melallui alnallisis 

yuridis doktrinall, perubalha ln ini mencerminka ln upalyal memperkualt peraln DPR sebalgali 

instalnsi legislaltif yalng efektif serta l representaltif, kemudialn memalstikaln checks a lnd 

ballalnces dallalm sistem pemerintalhaln.14 

Halsil alnallisis menunjukkaln balhwal DPR memiliki pera ln penting dallalm menjalgal 

prinsip checks a lnd ballalnces di Indonesial. Talbel Berikut meralngkum halsil alnallisis terkalit 

fungsi DPR dallalm pengalwalsa ln: 

Talbel 2. Ha lsil A Lnallisis Fungsi DPR 

Fungsi DPR Deskripsi 

Legisla lsi Merumuskaln unda lng-undalng ya lng sesuali dengaln kebutuhaln 

ma lsya lralka lt. 

 
14 Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan 

Batasan Pengaturannya,” Jatiswara 30, no. 2 (2017), https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.99.    

https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.99
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Penga lwalsa ln Mela lkukaln penga lwalsa ln terha ldalp kebija lka ln eksekutif untuk 

mema lstika ln a lkunta lbilita ls da ln tra lnspa lralnsi. 

ALnggalraln Mengalwa lsi Pengguna la ln a lngga lraln nega lral untuk mencegalh pralktik 

korupsi da ln kolusi. 

 

3.  Korelalsi Ka ljialn Sosiologi Hukum Emile Durkheim 

Halsil penelitialn ini menunjukkaln balhwal peraln DPR dallalm sistem checks a lnd 

ballalnces di Indonesial salnga lt krusiall, sejallaln dengaln konsep pembalgialn kekualsalaln yalng 

dialtur dallalm UUD 1945. Mela llui fungsi legisla lsi, alnggalraln, daln pengalwalsaln, DPR 

berperaln seba lgali representalsi ralkyalt da llalm pembualtaln kebijalkaln publik daln memalstikaln 

pemerintalhaln berjallaln sesuali dengaln hukum daln kepentingaln ralkyalt. Pendekaltaln 

sosiologi hukum Emile Durkheim memberika ln perspektif yalng menalrik untuk memalhalmi 

dinalmikal alntalral DPR daln malsyalralkalt. Durkheim menekalnkaln pentingnyal konsensus 

sosiall daln solidalritals dallalm menjalgal ketertibaln sosiall.15 Dallalm konteks ini, DPR dalpalt 

dipalndalng sebalgali malnifestalsi dalri konsensus sosia ll, di malnal alnggotal DPR dipilih oleh 

ralkyalt untuk mewalkili kepentingaln merekal.  

Dengaln demikialn, undalng-undalng yalng dihalsilkaln oleh DPR diha lralpkaln dalpalt 

merefleksikaln nilali-nilali daln alspiralsi malsyalralkalt. Nalmun, penelitia ln ini juga l 

mengungkalp sejumlalh ta lntalngaln yalng dihaldalpi DPR dallalm menjallalnkaln fungsinya l. 

Sallalh saltu talntalngaln utalma l aldallalh politisalsi dallalm proses pembua ltaln kebijalkaln. 

Fenomenal ini dalpalt menghalmbalt tercalpalinyal tujualn pembentukaln undalng-undalng yalng 

semestinyal berorientalsi palda l kepentingaln umum. Selalin itu, kuralngnyal ka lpalsitals daln 

sumber dalyal yalng memaldali jugal menjaldi kendallal balgi DPR dallalm menjallalnkaln fungsi 

pengalwalsaln secalral efektif. 

Durkheim jugal membalhals konsep devia lsi daln salnksi sosiall. Dallalm konteks ini, 

pelalnggalraln terhaldalp hukum altalu normal sosiall dalpalt memicu realksi dalri malsyalralkalt. 

DPR sebalgali lembalgal legislaltif memiliki peraln penting dallalm merumuskaln salnksi-salnksi 

hukum yalng efektif untuk mencega lh terjaldinyal devialsi.16 Nalmun, dallalm pralktiknyal, 

seringkalli terjaldi perbeda laln persepsi alntalral DPR daln malsyalralkalt mengenali jenis daln 

tingkalt kepalralhaln salnksi yalng tepalt. 

Untuk mengalta lsi talntalngaln-talntalngaln tersebut, perlu dilalkukaln beberalpal upalya l 

perbalikaln. Pertalmal, perlu dilalkukaln reformalsi kelembalgalaln DPR algalr lebih efektif daln 

 
15 Umanailo, Loc. Cit.  
16 Bambang Teguh Handoyo, “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat,” 

Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 98-99, https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432.   

https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432
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efisien. Kedual, perlu ditingkaltkaln tralnspalralnsi daln alkuntalbilitals dallalm proses pembualtaln 

kebijalkaln. Ketigal, perlu melibaltkaln malsyalralkalt secalral lebih alktif dallalm proses 

pembualtaln kebijalka ln melallui mekalnisme palrtisipalsi publik. Dengaln demikialn, DPR 

dalpalt menjaldi representalsi yalng lebih balik dalri alspiralsi ralkyalt daln menjallalnkaln fungsinya l 

sebalgali lembalgal pengalwals secalral optima ll. 

Secalral keseluruhaln, penelitialn ini menunjukkaln balhwal DPR memiliki peraln yalng 

salngalt straltegis dallalm menjalgal stalbilitals daln keseimbalngaln dallalm sistem pemerintalhaln 

Indonesial. Nalmun, untuk mencalpali tujualn tersebut, diperluka ln upalyal bersalmal dalri 

berbalgali pihalk untuk memperkualt peraln DPR daln mengaltalsi talntalngaln yalng dihaldalpinyal. 

Implikalsi dalri penelitialn ini balgi kebijalkaln publik aldallalh perlunyal dilalkuka ln reformalsi 

yalng komprehensif terhaldalp sistem politik di Indonesia l, dengaln fokus paldal pengualtaln 

peraln DPR sebalgali lembalga l legislaltif yalng independen daln alkuntalbel. Selalin itu, perlu 

jugal dilalkukaln upalyal untuk meningkaltkaln kesaldalraln malsyalralkalt alkaln pentingnya l 

palrtisipalsi politik daln pengalwalsaln terhaldalp kinerjal pemerintalh. 

Penelitialn lebih lalnjut dalpalt dilalkukaln dengaln fokus paldal studi kalsus tertentu, 

misallnyal mengalnallisis proses pembua ltaln undalng-undalng yalng kontroversiall altalu 

mengevallualsi efektivitals mekalnisme pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh DPR. Selalin itu, 

penelitialn kompalraltif dengaln negalral lalin jugal dalpalt memberikaln perspektif yalng lebih 

luals mengenali peraln palrlemen da llalm sistem pemerintalhaln demokraltis. Dengaln demikialn, 

penelitialn ini memberikaln kontribusi yalng signifikaln dallalm memalhalmi peraln DPR dallalm 

sistem checks a lnd ballalnces di Indonesial. Halsil penelitialn ini dihalralpka ln dalpalt menjaldi 

balhaln pertimbalngaln balgi palral pembualt kebijalkaln, alkaldemisi, daln malsyalralkalt da llalm 

upalyal membalngun demokralsi yalng lebih balik di Indonesial. 

 

E. Penutup 

Penelitialn ini telalh mengungkalpkaln peraln penting DPR dallalm sistem checks a lnd 

ballalnces di Indonesial, dengaln pendekaltaln sosiologi hukum Emile Durkheim. Mela llui 

alnallisis mendallalm terhaldalp fungsi legislalsi, pengalwalsaln, daln alngga lraln, penelitialn ini 

menunjukkaln balhwal meskipun DPR memiliki potensi besa lr untuk menjallalnkaln tugalsnya l 

secalral efektif, talntalngaln seperti politisa lsi alnggalraln daln kuralngnyal tralnspalralnsi da llalm 

pengalwalsaln malsih menjaldi halmbaltaln signifikaln. Halsil penelitialn ini seja llaln dengaln temualn 

sebelumnyal yalng menekalnkaln pentingnyal keberaldalaln DPR sebalgali lembalgal pengalwals 

untuk menciptalkaln pemerinta lhaln yalng ba lik daln bersih. Oleh ka lrenal itu, diperlukaln reforma lsi 

dallalm sistem penga lnggalraln serta l peningkaltaln palrtisipalsi publik untuk memperkua lt peraln 



FUNGSI DPR DALAM SISTEM CHECKS AND BALANCES: PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM EMILE DURKHEIM 

 

 

ALVIN FAIZ RUSDIAN  162 

DPR dallalm mengalwalsi eksekutif. Penelitia ln ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln kontribusi 

terhaldalp pemalhalmaln yalng lebih balik mengenali dinalmikal kekualsalaln di Indonesial serta l 

menalwalrkaln rekomendalsi straltegis untuk meningkaltkaln kinerjal DPR di malsal depaln. Dengaln 

demikialn, keberlalnjutaln sistem checks a lnd ballalnces salngalt penting untuk menjalgal stalbilitals 

daln solidalritals sosiall malsyalralkalt, sertal memalstikaln balhwal setialp kebijalkaln pemerintalh 

mencerminkaln alspiralsi daln kebutuhaln ralkyalt. 
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